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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut, maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa hasil dari evaluasi keseluruhan peran dan tugas  

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan peran BPD dalam 

pembentukan peraturan Desa di Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, kabupaten 

Lombok Barat tahun 2020. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan 

tersebut, peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa ada beberapa tahapan yaitu 

tahapan pengusulan dan perumusan dalam arti BPD menampung aspirasi 

masyarakat, Tahapan Pembehasan yakni dari usul saran atau aspirasi 

masyarakat tersebut di bahas oleh pemerintah desa bersama BPD dan yang 

terakhir adalah tahap penetapan dan pengesahan yang dilakukan oleh 

pemerintah desa dan BPD untuk selanjutnya di sosialisasikan ke 

masyarakat bartu layar 

2. Kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam 

menjalankan peran dan fungsi antara lain BPD punya kerjaan atau 

kesibukan lain dikarenakan rendahnya tunjangan BPD sehingga proses 

perannya tidak berjalan baik, masih kurang efektif dikarenakan tingkat 

Pendidikan atau Sumber Daya Manusia yang rata-rata masih rendah 

akibatnya BPD dalam menjalankan perannya kurang maksimal. 
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3. Kurang optimal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sosialisasikan Hasil 

dari Pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bersama Badan 

Permusyawaratan desa (BPD) secara musyawarah yang mana pembahasan 

ini berdasarkan usul saran atau aspirasi dari masyarakat dalam 

pembentukan peraturan desa.  

5.2  Saran 

 Untuk lebih meningkatkan ”Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, 

kabupaten Lombok Barat tahun 2020, Maka Peneliti dapat membarikan saran  . 

sebagai berikut : 

1. Dari kurangnya sumber daya manusia dalam tubuh Badan 

permusyawaratan desa dalam memahami peran dan fungsi Badan 

permusyawaratan desa. Peneliti memberikan saran agar dalam 

Menentukan Angggota BPD harus benar-benar memperhatikan 

kemampuan calon badan permusyawaratan desa. Agar peran dan 

fungsinya dapat berjalan dengan lancer demi memperjuangkan 

kesejahteraan masyarakat batu layar. 

2. Pemerintah desa juga harus memperhatikan tunjangan BPD, Apabila hasil 

musyawarah pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa sudah 

melahirkan peraturan desa maka badan permusyawaratan desa juga harus 

secara baik memberikan edukasi atau mensosialisasikan peraturan desa 

tersebut untuk di ketahui secara bersama oleh selurh masyarakat di desa 

batu layar. 
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3. Bila diadakan musyawarah dalam membahas atau menyelesaikan suatu 

permasalahan hendaknya seluruh anggotan Badan Permusyawaratan Desa 

dapat menghadiri dan mengemukakan pendapat, ide, pikiran, dan atau 

gagasan, sebab apa yang mereka sampaikan tersebut pada dasarnya adalah 

keinginan dan aspirasi warga masyarakat yang diwakilinya. 
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